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PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN SIDAYU

DESA RACI TENGAH
Sekretariat : Jl. Cempaka No. 53 Racitengah - Sidayu

GRESTK 61't53

KEPAI-A DESA RACITENGAH
KECAMATAN SIDAYU KAE}UPATEN GRESIK

PERATURAN DESA RACITENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RACITENGAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
KEPALADESA RACITENGAH

Menimbang a

b

bahwa Anggaran pendaparan dan Belanja Desa sebagaiwujud dari pengelolaan keuangan Oesa ditatsanatL
secara terbuka dan bertanggungiawab untuk sebesar_
besarnya kemakmuran masyarakit desa;
bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Desa TahunAnggaran 2024 terrrluat dalam peratura-i Desa tentangAnggaran 

_ _Pendapatan dan Belanja- Oe-sa TahunAnggaran 2024 yang disusun 
"."u"i d.ngan kebutuhanpenyelenggaraan pemerintahan Oes"'- Ueraasarkanprinsip kebersamaan, efisiensi, berkeaditan,berkelanjutal, berwawasan lingkungan dan

I:pandiri= sehingga menciptakan landasan kuatdalam melaksanakan pemerintahan 0"., p.liU".,gr.,un
39nuju masyarakat adit, makmur ;"" ;;j"i;;";bahwa berdasarkan pertimbangan-"--"JUrg"i**"
dimaksud dalam huruf u a.r- rr.,j""u, perlumenetapkan peraturan Desa t..rt"ng AnggaranPendapatan darl Belanja O."" t"t 

""-i""[i an 2024.
Undang-undang Nomor 

_ 12 Tahun lgSO tentangP.embentukan Daerah_daerah ---ilt";;;i our"-lingkungan prooensi .lu*" ii*rr"(,#ff; NegaraRepublik Indonesia Tahun tgso niorn?r^'ifr T._u"rr",
fqbaran Negara Republik r"ao"."i, N;;;. 9 danBerita. Negara Republik,Indonesia iJ"" ls'io Nomor4 I ) sebagaimana telai 

_diypah d;"srr' ;;d;;_undangNomor 2 Tahun rsos-_ lr,emuard*lvJgail',n"putritIndonesia Tahun te65 ry.l".irq i"-tifilri r._u".".,
llegara Republik Indonesia Nomor ;:rioi;*'*' "
Undang-Undang Nomor 2g latrun " 1SSS tentang
I:1{.r..1*g*aan Negara yang Bersih dan Bebas danKorupsidan Nepotisme 

. tt _gg"" - Nefa."""n.pl-,UfitIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan tembaranNegara Republik rndonesia N"r";; &;il'L#*r-"r,.telai diubah dengan undang_undan;Nil;;; Tahun2O19 tentang peirfahan Kedua atas Undang_Undang

Mengingat 1

2

c.
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6
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Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2OI4 tentang Desa (I,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Talrrbaharr kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2e8sl;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O5 Nomor 137, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 14O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO6

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2O14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimala
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2Ol4 terrtang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5s39);
Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OL4 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

10.

I l.

12.



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (t embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O2l ter:tang
Badan Usaha Milik Desa (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

1,4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11O Tahun 2O16
tentang Badal Permusaywaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 89);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O18
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2O19 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1203);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 202O tentang Pedoman Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 868);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2023 tentang Rincian Petunjuk Operasional
Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahtn 2024;

2L. Peraturan Menteri Keuangar Republik Indonesia Nomor
146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa
Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 10525);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun
2Ol7 tentang Pembentukan Peraturan di Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017
Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun
2023 tenlang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran2024;

25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan
Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6,) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan



Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun
2Ol9 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, dan Pertanggungiawaban Alokasi Dana
Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2O22 Nomor 6l;

26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);

27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2O23 tentang
Pedoman Tata Kelola Desa Siap (Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 38);

28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2023 tentang
Standar Biaya Umum Desa Pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (B,erita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 68);

29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2O23 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 69);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Angaran 2024;

31. Peraturan Desa Racitengah Nomor 3 Tallurr 2022
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2023 - 2028 (l-elr,batan Desa Racitengah Tahun
3 Nomor 2022);

32. Peraturan Desa Racitengah Nomor 4 Tahrun 2017
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola
Pemerintah Desa (Lembaran Desa Racitengah Tahun
2017 Nomor 4);

33. Peraturan Desa Racitengah Nomor I Tahun 2021
Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan l,okal Berskala Desa (Lembaran Desa
Racitengah Tahun 2021 Nomor 1);

34. Peraturan Desa Racitengah Nomor 3 Tahun 2O23
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024
(Lembaran Desa Racitengah Tahun 2O23 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RACITENGAH
Dan

KEPALADESA RACITENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA RACITENGAH TAHUN ANGGARAN
2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa RACITENGAH Tahun Anggaran 2O24
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 2.413.529.4OO,OO
2. Belanja Desa Rp 2.560.299.699,92

Surpuls/Defrsit Rp (L46.77O.299,921
3. Pembiayaan



a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a-b)
Sisa Lebih/(Kurang)
Perhitungan Anggaran

165.462.499,92
19.092.600,OO

146.770.299,92
0,00

Rp
Rp
Rp
Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagran
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

l,ampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Da-ftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilalsanalan di

sebelumn5ra.
tahun anggaran

Kepala Desa menetapkan
Anggaran Pendapatan dan
pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa tentang
Belanja Desa sebagai landasa-n

Penjabaran
operasional

Pasal 5

Pasal 6
Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjatan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek
belanja; dan

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggurangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam ranc€rng€rn peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:a' bukan merupakan kegiatan normar dari aktivitas pemerintah Desa dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangkapemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/ atau

permasalahan sosisal; dal
e. berskala lokal desa.



c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilalsanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahr.rlui perubahan APBDesa dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan
memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dalam Lembaran Desa RACITENGAH.

Ditetapkan di : RACITENGAH
31 December 2O23

Diundangkan di : RACITENGAH
Padatanggal : 31 December2O23
Sekretaris Desa

FARID BASHORI

LEMBARAN DESA RACITENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024

:j
.x



LAI,IPIRAN

PERATURAN DESA RACTTENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2@3

TENTANG

ANGGARAN PENOAPATAN DAN BEI-ANJA DESI

AIIGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA OESA

PE ERINTAH DESA RACITENGAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Jenia APBD€s : APBfr€e Awd

KETERANGANANGGARAI{
(Rp)KODE REK URAIAN

4

PENDAPATAN

Pendapatian Asli Desa

Pendapatan Transfer

Pendapatan Lain-lain

2.,t1 3.529./O0,00JUMLAH PENDAPATAN

735.208.56.1,00

456.280,836,00

'1.273.010.299,92

95.800.000,00

2.560.299.699,S2JUMLAH BELANJA

(r46.770.299,92)SURPLUS / (DEFISIT)

165.862.899.92

19.092.600,00

19 092.600,00

14E,.770.291t,92

1.

4.1

4.2

4.3

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

0,00SISA LEBIH PEUBIAYAAN ANGGARANI

E

ALA

L

Docomber 2023

-7
*

+
E
rU

e
.t!

AN

311121X2310:27 58 Halaman 1

3

6.

6.'r.

6.1.1.

6.2.

6.2.2.

215.040.000.00

2.197.489.400,00

1.000.000,00

BELAI{JA

Bshnia Pega'f,ai

B€lanja BaEr€ dan Jasa

B€lania Modal

Belania Tidak Terdug6

PEXBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA Tahun S€belumnya

Penggluaran Pernbi8yaan

Penyertaan Mod8l Desa

165.852.899.92

PE BIAYAAN NETTC

Printed by Sisleudes



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEi'ERINTAH DESA RACITENGAH

TAHUN ANGGARAN 2024

1.

1.1

1.2

4.3

5.

1

1.1.

1.1.01

1.',t.01

1.1.92

1.'1.t2

1.1.03

1.1.03

1.1.(x

1.1.04

1.1.04

1.1.05

1.1.05

1.1.6

1.1.(E

1.1.07

1.'1.07

1.1.08

5.1

5.2.

5.3.

5.1

5.2.

5.2.

54

5.1

51

5.'1

5.1

5.'r

BEI-AI{JA

BIDAI{G PENYELENGGARAT{ PEf, ERINTAHAI{ DESA

Peryclcnggarln ECrnla Slltap, Tunlsngon dan Opera3bnal
Pemeatntehan Dcaa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala D€sa

Eehnja P€gawai

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Belania Pegawai

Peoyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan PeEngkat Desa

B€lania P€garai

P€nyediaan Operasioml Pemerintah De6a (ATK, Hooor PKPKD dan PPKD

d[)

Belania BaEng dan JasE

Belanja Modal

Penyediaan Tunjangan BPO

B€lanja P€gavrai

Penyediaan OperasiorEl BPD (rapd, ATK, Makan Minum, Pakaian Seiaga
m, usuik dll)

Belanja Barang dan Jasa

Penyedian lnsantiflOperasional RT/RW

Belania Barang dan Jasa

P{yediaan Op€r6bnal P€m€.ir,tah Deoa yaig b€.Eumb€r dari Dana D€sa

Belan a T*rd( Terduga

Tarbahan ftlniangdl Krpsla D6a

B€lania Pegatf,ai

Tambahan Tuniangan PoEngkat Desa

Bslsnia Pegarai

Tuniangan Kin€ia BPD

Bolania Pega\'vai

Biaya Perishnan Dinas

Bolania Barang dan Ja6a

P.l|ycdltan Ssrrna Praafrna Pomsrirrtthln Oaar

Penyediaan Saram (fud Tetap) Pe*antoran/Pernerintahan

B€lanja Barang dan Jasa

103.200.000,m

103.200.m0,m

428.640.000,00

428.640.000.00

23.568.564,00

23.568.564.00

18.942.436.00

15.942.436,00

3.00,0.000,00

/l:}.200.(m,00

43.200.000,00

1.m0.000,00

1.000.m0,00

24.000.000,00

24.m0.0m,00

20.800.000,00

ADO. PBH

ADD

ADD, DLL, PBH

ADD

AOD

ADD, PAO

DDS

PAD

PAO

AOD. DLL, PAD, I

1.1.08

1.'t.90

1.1.90

1.1.91

1.'t.91

1.1.92

1.1.92

1.1.95

1.1.95

12.

1.2.01

1.2.0'l

20.800,000.m

36.(m.000,@

35.0@.0m,m

87.600.0@,00

87.600.000,m

13.0@.000,@

13.000.m0,00

2.000.000,00

2.000.0@.00

88.313JC0,9i1

37.412.A99,92

4.300.000,00

AXGGARAI{
(Rp)

SUiIBERDA.NAKODE
REKENING

URAIAN

51 2 3

215.040.000,00

2. 197.i189./O0,00

r.000.(m,m

PENDAPATAN

Pendapalan Asli D6a

Pendapatan Transter

Pendapatan Lain-lain

2.,t13.529.to0,00

Printed by siskeudes Halaman 1

JenisAPBD6 : APBOesAwal

LAftIPIRAN

PERATURAN DESA RACITENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA DESI

940.768.899.92

801 .951 .000,00

ADD. PBH

PAD

4

JU LAH PENDAPATAi

31112120231O2A:49



1.2.01

1.2.02

1.2.O2

1.2.03

5.2.

5.3.

5.2.

5.2.

5.3.

5.2

BdanF Modal

Pcm6l,ha.a& GodrnE/Fralalana l(a*or D6a

Bolania BaEng dan Ja6s

PembdEumn/RshSilitasi/P€ningksiat G€dung/PElaram 1(, or D6a -)

Bdania Barang dan Jasa

Behnia irodal

Psngololaan Admhbtral Kep3ndudukan, Peocltitar Sipll, StrtilUk
dan Kaattlpan

Peoyusunan, Penddaan, dar P€mutakhiran prdl D€sa -)
Eelan a BaEng dao Jasa

Ponyalgnggarran Trta Praja Prrnorlntrhan, portnclnstn, Ksulngan
d.n Polroolan

Peoyolenggaraan Musyawarah Peroocanaar D6a/p€rnb6hasar ApBDes (
Reguler)

Belan a Barang dan Jasa

Perlusunan Dd(unren Per€rrcanaan D€la (RpJirDGa/RKpD€sa d[)
Bclan a BararE dan Jasa

P-enyusunan Dol(umen Keuangsn Desa (ApgDes, APBD6 perubahan, LpJ
d[]

Behnia Barang dan Jasa

Peoyusunan l_+oran K€pals D€sa. LppDesa dan lnfonnad Kepada Masya
rakat

Belanja Berang dan Jasa

Honoradum Operator Aplika8i Sisk6ud€dprcdBkeusipad€s/AdminduldMi
ka6i Lainrya

Belania Barang dan Jasa

Sub Eldrng Port mhan

Mmin3trasi Pajak Bumi dan Bangumn (pBB)

B€{anie Ba€ng dan Jesa

BIDAIIG PELAX3AXAAI PETBA GU AX DESA

Sub Bldang Prrdidlkan

Pen,€lenggaran PAUD/Tt(TpATTKL/Tpq/Uadrasah NonFomat Mitik Desa(Hmor, Pakaian dll)

BelanF Barang dan Jasa

Behnia Modal

Oukungsn Penyel€r.Egaran PAUD (ApE, Sarana PAUD dso

BolanF Modal

Per{dolaan Pern8takaan Mitik De6a (pengadan Buku. Honor, Tanan Ba
ca)

Bolaria liodat

Sub Bldug Ko.ehatan

P:nyelenggaraan Poq Ke€ehatan Oes€/Folind€s Milik Desa (obat, tnsentit,
KB, dsb)

Balania Eararu dan Jasa

Psnyolenggsraan posyandu (Mkn Tambahan, Xls Bumil, Lsmsie, Insentif)

Bolania Barang dan Jsa
Peiyutuhan dan pdatihan Bidang Kesehatan (Ur{uk Masy, Tenaga dan f\a
der K66hatan dll)

22.O3 5.2. Belanja Barang dan Jasa

1.2.O3

I

1.2.Gi

1.3-

1.3.t2.

1.3.92

t.{

1.1.O1

'1.4.01

1.4.03

'1.4.03

1.1.U

r,4.0a

1.4.O7

1.4.07

1.4.90

1.4.90

15.

1.5.(B

1.5.(E

2

2.1.

2.1.0'l

2.1.O1

2.1.O1

2.1.O2

2.1.92

2.1.@

2.1.(B

2-2.

2.2.01 )

2.2.01

2.2.O2

2.2.02

2.2.03

33.112.899,92

8.000.000,m

8.000.m0,m

42.901.000.00

2.000.0@,00

40.901.000,m

{000.tm,00

4.000.(m,m

4.000.000,00

44.1G.000,00

1 I .800.000,00

11.800.0@,00

3.&55.(m,m

3.855.m0,m

1.795.0m,00

1 .795.000,00

1.795.@0,m

1.795.000,00

24.9@.000,00

2,r,900.000,m

2.369.0m,o

2.359.000,m

2.359.0@,m

1.365./li!OlOO.m

29.40o.tm,m

22.irco.000,00

PBH

PBH

PBH

PBH

PBH

PBH

ADD. DOS. PBH

PBH

5.3

18.400.0@,00

4.000.000,00

5.000.000,00

s.000.000.00

2.0m.000,00

2.000,0q),m

I t t .96{r,000,00

33.760.000,00

DDS

DDS

DDS

33.760_000,00

46.200.@0.m DDS

46.200.000,00

5.000.000.00
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5 000 000,00

Halaman 2

DDS

DDS

DDS



5.2

5.3.

53

5,J

Peryelenggaraan Desa Siaga Keseiatan

B€lania Barang dan Jasa

Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Pekerraan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan/Rehabilitasi/PeningkatarvPengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman ")
Belanja Modal

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha fani *)

Belania Modal

Pembangunan/Rehabilitasi,/Peningkatan Balai D6dBalai KemasyaEkatan
-)
Belanja Modal

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Dess/Situs Bers
ejarah

Belanja Modal

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumedcapura/Batas Deaa'*)

Sub Bidang Ketentoraman, Kstsrtiban Umum dan Po lndungan
llcyaaakat

Penguatan & Peringkatan Kapasitas Tenaga K€amanan,/Kete{tiban oleh Pe
mdes

Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &
Pelindungan Masy.

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Kebudayaan dan Keaqamaan

15.000.000.00

15.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

777.83:t.6ur,00

135.000.m0,00

135.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

245.000.000,00

2115.000.000,00

'r 35.000.000,00

135.000.000,00

27.833.600.00

27.833.600.00

1 60.000.00,0.00

'160.000.000,00

/{!8.542.8{10,00

16.000.000,00

16.000.000,00

126.162.800,00

126.162.S00,00

90.000.000,00

90.000.000,00

176.3aO.0@,00

11.380.000,00

165.0@.0@,00

47.694.400,00

1 0.000.000.00

I 0.000.000,00

37-694-,+00,00

37.6S4.,100,m

73.&)0.lm.(xt

9-500.txro,m

6.500.000,00

6.500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

il/Lo(xr.uro,m

PBH

DDS

PBK

DDS

P8K

PBK

PBH

PBK

oDs

DOS, PBH

DDS. PBK

DDS, PBH

PBH

DDS. PBH

PAD, PBH

Belanja Modal

Pembangunan/Rehabilitasi/Peoingkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Milik Desa

5.3 Belanja Modal

Sub Bidang Kawasan Pomuklman

Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong{orong, Selokan, Parit diluar Pr
asarana Jalan))

Belania Modal

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman -)
Belanja Modal

Pembangunan/Rehabilitasi./Psningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah ")

Belanja Modal

PengadaarvPembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Penerangan Per
mukiman/Jalan Lingkungan/D$a

Belania Barang dan Jasa

Belanja Modal

Sub Bk ang Perhubungan, l(omunikci dan Informatika

Penyelenggaraan lnformasi Publik Desa (Po6ter, Baliho Dll)

Belanja BararE dan Jasa

Peogelotaan dan Peobuatan Jaringan/lnstalasi Komunikasi dan lnformasi L
okal Desa

Belania Barang dan Jasa

BIDANG PEIIBINAAN KEMASYARAKATAN

5.2.

SUi,IBERDAiIAANGGARAiI
(Rp)

KODE
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URAIAN

I
2.2.U

2.2.U

2.2.6

2.2.6

2.3.

2.3.'1',l

2.3.1'l

2.3.12

2.3.12

2.3.15

2.3.'15

2.3.16

2.3.'t6

2.3.20

2.3.20

2.3.90

2.3.90

2.1.

2.4.O5

2.4.M

2.4.13

2.4.13

2.4.15

2.4.15

2.4.90

2.4.90

2.4.q

2.5.

2.6.t2

2.6.O2

2.6.03

2.6.03

3

3.1.

3.1.02

3.1.O2

3.1.O7

3.1.07

3.2.

5.3.

5.3.

5.3_

5.2.

5_3.

5.2.

5.2.

5.2.



KODE
REKENI}tG

URAIAN AI{GGARAN
(Rp)

SUMBERDANA

2 4 5

Pembinaan Group K€senian dan K€budayaan Tingkat D€sa

Belanja Modal

Penyeianggaran Festival K6enian, Adauxebudayaan, dan K€gamaan (HU
T Rl, Raya Keaganaan dll)

Belanja Barang dan Jasa

lruentif Modin

Belanja BararE dan Jasa

bin-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan K6agama.rn

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bld g Kepomudaan dan Olahr.g.

Pembinaan Karangtarunar(ub Kepemudaan/Olahraga TirEkat D€sa

Belanja Barang dan Jasa

Sub EldEng Kslombsgaao tasy.rakat

P€mbinaan LKMOAPM/LPMD

Bolania Barang dan Jasa

Pembinaan PXK

Belania Barang d€n Jasa

SIDA GPEUBERDAYAA ASYARAXAT

Sub Bldlng Kolautan dan Peril(an.n

L,ain-lain K€giatan Sub Bidang Kelautan dan perikanan

Bslania BararE dan Jaga

Sub Bldlng Pertanian dan Pst€makan

Pelatihan/tsi.riek/Pengenalan Tekonotogi Tepat Guna untuk pertanian/pet€
makan

B€lania Barang dan Jasa

Sub Bldlng Pooingletan Xlpaltr3 Ap.r.tur Dor!
tain-lain Kegialan Sub B6ang peningkatan lcpasitas Aparatur Desa

Belania Barang dan Jasa

Sub Bi(rlng Pcmbrr{.yaan poGrnpuan, porlindungan AlEk dan
K6lurrga

Peryediaan luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pekeria R€rnan (JKK da
n JXN)

Belanja BararE dan Jasa

BIDA'{G PEMTGGULA'{GA BE CAI'A DARURATDAT ETIDESAX DT

Sub Blrang Prmngguhngtrn &nclna
Kegiatan Penangguhnan Bsrcam

B€lania Tirak Terduga

Sub Btd.ng Kadst hrd6*
Penaiganan Kdan U€rxr€6d(

B€ienia Tirak Terduga

1 0.000.000,00

10.000.000,m

16.m0.(m,m

16.000.000,00

12.000.000,m

1 2.000.000,00

6.000.000.00

6.000.000,00

4.000.0(x),00

4.000.000,00

4.000.000,00

I 6.300.000,m

1.500.000.00

1.500.000,00

'14.800.000,00

14.800.@0,00

I05.300-000.m

29.400.000,00

29./too.O0O,0O

29.400.000,00

35.000.(xxr,00

35.000.000,00

35.000.000,00

20-7,O.000,m

20 740.000,00

20.2o.000.00

m.t60.00,00

20. 1 60.000,00

20.160.0@,00

75.(m.(m-(tr

3.O0.000,m

3 000.m0,00

3.0m.0@.m

,rm,@,@
72.(m.Ooo,m

72.0m.000,00

JU LA}I BELANJA 2.560.299.699,92

SURPLUS / (DEFtStT) f 6.n0.299,921

PETIBIAYAAI{

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

165.862.899,92

1 9.092.500.00

3.2 03

3.2.90

3.2.W

3.2.59

3.2.99

3.3.

3.3.06

3.3.06

3.a.

3.4.U2

3.4.O2

3.4.03

3.4.03

!
1.1.

i1.1.99

4.1.99

4.2.

4.2.6

3.2 01

?.2 01

3.2.03

4.4 92

4.2.Os

,L3.

4.3.99

4.3.99

4.4.

4.4.92

5

5.1.

5.1.00

5.1.00

5.3.

5.3 00

5.3.00

5.2.

5.2

5.3.

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

6.

6.1

6.2

PETf,BIAYAAI{ NETTC 146,.n0.299,92

PAD, PBH

ADD, PAD

DDS

PAD

PAO

PAD

PBH

oDs

DDS

PAD

DDS

oDs

DDS
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BERITA ACARA KESEPAI{ATAN KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 9OO / 368 / a37 .II2.O7 / 2023

Nomor : 9OO I 12 I 437.1 l2.O7.BPD / 2023

KESEPAKATAIT BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA RACITENGAII KDCAIIATAI{ SIDAYU I(AB. GRESIK

Pada hari ini ScDfir tanggal Ttga Puluh bulan llesemDer tahun d.ua rlbu dua
1ruluh Ttgc kami ya-ng bertanda tangan dibawah ini :

1. ABDULROZAK Kepala Desa Racitengah, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintahan Desa
Racitengah yang beralamat di jalan Cempaka No.
53 Desa Racitengah selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU

Ketua BPD Desa Racitengah

Wakil Ketua BPD Desa Racitengah
datam hal ini bertindak untuk dan atas nEuna

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Racitengah selanjutnya disebut PII{AI( I(EDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa

(APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA'

dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang

terlampir pada Berita Acara ini.

2 PIHAK PERTAMA dApat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 sebageJimana tertuang pada

catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi

atas APB Desa Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan

sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani
Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Sidayu untuk
mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah

ditandatangani Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya'

2. H. MOH. THOHA

MOH. LAFIF

tengah , Racitengah,
/vt,./

,'t:..:.

rYUf

;i1

IEil

lv\
THOHA

TEI|TA,!TG
AXq}ARAN PEI{DAPATAIT DAJT BEL/TN.'A DESA

TAHUI{ AITGGARAN 2024

i



Hari / tanggal
Jam
Tempat
Kehadiran

Susunan Acara

: Sabtu / 30 Desember 2023
: 13.0O s.d. 15.0O WIB
: Balai Desa Racitengah
: Laki-laki = 26 orarrg
Perempuan : 14 orang

: 1. Pembuakaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Racitengah
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun
Anggaran2024

5. Penutup.
Pimpinan Rapat : H. MOH. THOHA

Uraian J RaDat:
1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (H. MOH. THOHA), Menyampaikan:

- Bahwa Anggaran Pendapatal dan Belanja Desa /APBDes disusun dengan
prinsip keterbukaan dimana pengeloloaan anggaran dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran Masyarakat,'

- Bahwa diperlukan pastisipasi aktif masyarakat mulai pada tahap
perencanaa.n maupun pelaksanaa dalam kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan; dan

- Bahwa diperlukan koordinasi dan komunikasi serta sinergitas antar
lembaga desa demi kelancaran program-program yang akan dilaksanakan
pemerintahan desa.

3. Sambutan Kepala Desa (ABDUL ROZAK), Menyampaikan:
- Bahwa penggunaan anggarEln baik yang bersumber dari ADD, BHP dan DD

harus berpedoman pada peraturan bupati ataupun peraturan-peraturan
yang lainnya yang ada diatasnya;

- Bahwa penyusunan APBDes 2024 ini berdasarkan RKPDes 2024 yang telah
dilaksanakan secara musyawarah desa;

- Bahwa prioritas penggunaan Dana Desa tah:.;n 2024 meliputi Bantuan
Langsung Tunai (BLT), Operasional Pemerintahan Desa Maksim a7 3Yo darr
bantuan sosial ketenagakerjaan untuk 100 orang pekerja rentan,
Pencegahan Stunting, serta ketahanan pangan minimal 2O%

- Bahwa bantuan keuangan kabupaten yang akan masuk ke desa pada
tahur: 2024 ini berupa:
F Pembangunan balai desa lanjutan Rp. 20O.000.000,00
F Pavingisasijalan lingkungan RT. OO4 sebesar Rp. 135.O0O.0O0,-
F Pengurukan Lapangan Rp. 135.00O.0O0,-
F Pengadaan Armada Sampah/Tossa Rp. 5O.O0O.OOO,OO melalui

musrenbang kecamatan.
) Pengurukan Jalan Menuju makam Rp. 135.0OO.O00,00

- Ucapan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam setiap musdes
yang diselenggarakan baik dari pemerintah desa maupun BPD.

4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anlggalan 2024
- Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja desa tahun anggar€rn

2024.

ilCyII'LEI|

RAPAT BA,DIIII PERUUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN DAN PEI,IYEPAKATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024



5. Penutup/ Do a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun
Anggaran 2024 merrjadi Peraturan Desa tentang APB Desa
Tahun Anggaran 2024.

Kesirnpulan drn Kesepakatan Rapet:
- Menyepakati seluruh kegiatan sebagaimana tercantum dalam draf

Rancangan APB Desa;
- Menyepakati draf Rancangan Anggaral pendapatan dan Belanja Desa

(RAPBDes) tahun 2024 menjadi Peraturan desa tentang ApB Desa Tahun
Anggaran 2024.

SYA Racitengah, 3O Desember 2023
Rapat, Sekretaris

MUSYAFIATIi- '_)-

xtclf{lTlH
KABUPA

-THOHA



Hari, Tanggal
Tempat
Acara

DAFTAR HADIR
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BERITA ACARA

RAPAT BAD/IN PERTUSYAWARATAN DESA RACITTNG/III
PEMBAIIASAIY PERIJBAIIAIT AIf(XiARA]f PEI|D/TPATAX DIIN BEL,ITI|JA DESA

PAPB DESA TAIIIN AJTGIG/TRAN 2023

Pada hari inr Ahad tanggal Tlgo h,tluh Sctu bulan Desember tahun l)uc RiDu
Ihn Priluh ?lgc bertempat di Balai Desa Racitengah, Badan Permusyawaratan
Desa (BPD), Desa Racitengah Kecamatan Siday.u Kabupaten Gresik
mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran pendapatan
dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam
ITgk" membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ApB oesal Tahun
2024.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat
musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024,
berilott:

BII'AITG PEITYELEN(X}ARAAN PEUERIIITAIIAJT DESA
a. Kegiatan penghasilan dan tunjangan kepala desa dan perangkat;b. Kegiatan tunjangan ketua dan anggota BpD;
c. Kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat

desa;
d. Kegiatan operasional perkantoran;
e. Kegiatan operasional BpD;
f. Kegiataa operasional RT;
g. Tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;h. Kegiatan penyediaan sarana (Aset tetap) perkantoran; 

'

i. Kegiatan Penyelenggaraan mrsyr*"irh perencanaarl desa/pembahasan APBDes;
j Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan desa;k. Kegiatan penJrusunan dokumen keuangan desa;l. Kegiatan Penyusunan laporan kepala d-esa;
m. Kegiatan Honorarium operator siikeudes/prodeskel;
n. Kegiatan Administrasi pajak bumi dan bangunan (pBB).

BIDANG PELAI(SITAAIT PEMBAITGUI{AN
a. Kegiatal Penyelenggaraan pAUD;
b. Kegiatan Dukungan penyelenggaraan pAUD;

:. Kegiataa penyelenggaraan pos Kesehatan Desa;d. Kegiatan penyelenggaraan posyandu;
:. Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani;f. Kegiatan Pembangunan Balai Desa;
F. Kegiatan Pembangunan Jalan Menuju Makam;h. Kegiatan Pembangunan gapura desi;i. Kegiatan Pembangunan Sarana prasarana olahraga;j. Kegiatan Pembangunan pengelolaan SampJ;k. Kegiatan Pembangunan Surn'ber Air Bersii;l. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi publik Desa;m. Kegiatan pembuatan jaringan komunikasi dan informasi local desa.

BIDAITG PEIUBINAAIT KEMASYARAKA'IAN
a. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Desa;

mengenai pokok-pokok

dengan incian sebagai
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b. Kegiatal pembinan group kesenian dan kebudayaan local desa;
c. Kegiatan penyelenggaraan HUT RI;
d. Honorarium modin desa non perangkat desa;
e. Kegiatan pembinaan karang taruna/kepemudaan;
f. Kegiatan pembinaan LPMD;
g. Kegiatan pembinaan PKK.

4. BIDAITG PEMBERDAYAAI| }IASYARAXAT
a. Kegiatan Kelautan dan Perikanan
b. Kegratan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
c. Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan
d. Kegiatan Penyediaan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peke{a

Rentan

5. BIDANG PENANGGULANGAIT BEXCA.ITA, KEN)AA![ DARURAT DAN
MENDESAIT DESA

a. Kegiatan Penanggulanagn Bencana
b. Kegiatal Penanganan Keadaan Mendesak/BlT

B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024 selelah menyelesaikan
koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2O24 selaras dengan penyesuaian
dan perubahan, sebagaimana catatan beilcttt:
1. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024; darr
2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024-

BAI'AII PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA RACITEITGAII

1. Ketua / Anggota H. MOH. THOHA

2. Wakil Ketua/Anggota : MOH. LAFIF

3. Sekretaris / Anggota : MUSYAFIATI

MOH. ROZIQIN a^A4. Anggota

5. Anggota SAMAI

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang
pembahasan dan Penyepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB

Desa) Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

(

(........
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BN)AN PERilUSYAWARATAN DESA
DESA RACITENGAH

KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRTSIK

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR | 144 / 6 I 437 .tt2.O7.BPD I 2023

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA RACITENGAH

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a
KETUABPD RACITENGAH

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggungiawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat desa;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 terrll:.tat da.lam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2O24 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propensi Jawa Timur (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19' Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 9 dan
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
4l) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomorl9, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsidan Nepotisme (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 3O Tahun 20O2 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 64O9);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

b
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Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 130, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 Ientang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
29891;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20O5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O5 Nomor 165, Tambahan L,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O06 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 20O6
Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
553e);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 57, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2027 tentarrg
Badan Usaha Milik Desa (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2O94);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O18
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

L7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2O19 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2O20 tentang Pedoman Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 202O Nomor 1633);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 868);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2O23 tentang Rincian Petunjuk Operasional
Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahl:r, 2024;

21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa
Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 10525);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2O16 Nomor 12);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun
2Ol7 tentang Pembentukan Peraturan di Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017
Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2O19 tentang
Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan
Pertanggunglawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2O19 Nomor 6,) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2O2O tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun
2OI9 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, dan Pertanggungiawaban Alokasi Dana
Desa, Bagr Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

@erita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 6);
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);

27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2023 tentang
Pedoman Tata Kelola Desa Siap (Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2O23 Nomor 38);

24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2023 tentang
Standar Biaya Umum Desa Pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 68);

29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 69);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2O23 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggarun2024;

31. Peraturan Desa Racitengah Nomor 3 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2023 - 2028 (l*nlbaran Desa Racitengah Tahun
3 Nomor 2022);

32. Peraturan Desa Racitengah Nomor 4 Tahvr: 2Ol7
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola
Pemerintah Desa (Lembaran Desa Racitengah Tahun
2017 Nomor 4);

33. Peraturan Desa Racitengah Nomor 1 Tahun 2O21
Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Racitengah Tahun 2O21 Nomor 1);

34. Peraturan Desa Racitengah Nomor 3 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024
(Lembaran Desa Racitengah Tahun 2O23 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

di Racitengah
31 Desember 2O23

GBESK
xtcArltA?Afi

I(ASUBA

THOHA

GAH,

: Menyetujui pengajuan usulan Kepala Desa, Perihat
Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

: Rincian-rincian dalam lampiran Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDES merupakan kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dan selanjutnya Peraturan Desa tentang
APBDES ini merupakan peraturan untuk ditindaklanjuti
dalam Perubahan APBDES dan Pertanggungiawaban
APBDES Tahun Anggaran 2024.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan dapat diubah apabila dipandang perlu.


